
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK

PERSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hutan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan

salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat

dimanfaatkan secara maksinal dan lestari dalam rangka

pembangunan nasional;

b. bahwa dengan ditetapkannya Provisi Sumber Daya Hutan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 sebagai Penerimaan

Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengubah Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);

4. Peraturan …
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber

Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG

JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK.

Pasal I

Mengubah jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada Lampiran IIA angka

9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan

Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu Penerimaan dari

Iuran Hasil Hutan menjadi Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar …


